
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI J AW A BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERTANG UNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
D N BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

Meni ba g 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksa nakan ketentuan Pasal 320 Undang­
Undang Nomor 23 ahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah d iubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Unda ng Nom or 9 Tahun 201 5 ten tang Perubahan 
Ked a At s Undang-Undang Nom or 23 Tahun 20 14 tentang 

erne . tahan Daera h, perlu menetapkan Perat ran Daerah 
e g Pertanggungjawa an Pe aksanaan Anggaran 

Pen apatan dan Belanj a Daerah Tahun Anggaran 2020 ; 

1. Pasal 18 ayat ( ) ndang-Undang Da sar Negara Republik 
Indon esia Tahun 1 45; 

2 . Unda n g-Un ang omor 14 Tahun 1950 ten ta n g Pemben-
tukan Daerah-Daerah Kabupa ten Dalam Lingkungan 

ropi 1 ~awa Barat erita Negara Tanggal 8 Agustus 
19 50) sebagaim ana telah diu ah den gan Undang-Undang 
Nom or 4 Tahu 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten 
Purwaka tadan Kabupa en Suban g d en gan Mengubah 
Un ang-Undang omor 14 Tahu n 1950 tentang 
Pe bentukan Daerah-Daerah Ka bupaten Dalam 
L" gkungan P 0 "nsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Repub ik Indonesia ahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang omor 6 Tahun 1983 ten tang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nom or 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ten tang Penetapan 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4999); 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penye1enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7 Tambaha n Lembaran Negara Republik Indon esia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7 . Un dang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelola an dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

omor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 4400); 

8 . Undan g-Undang Nomor 2 5 Tahun 2004 tentang Sistem 
Peren ca naan Pem bangun an Na sional (Lembaran Negara 
Repu lik Indonesia Tahun 2 04 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 442 1); 

9. Un dang-Un dang Nom or 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribu si Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indones ia Tahun 2009 Nomor 130 , Tamba h a n Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lem baran Negara Republik Indon esia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te1ah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

14 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Ta hun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Um u m (Lembaran 
Negara Republik In donesia Tah u n 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 
4502), sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Penge101aan Keua n gan Badan Layanan Umum (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 171, 
Tambahan Lembara n Negara Nomor 5340); 

15 . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta hun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nom or 4576), 
sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Pem erintah 
Nomor 6 5 Tahu n 2010 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nom or 56 Tahu n 2005 tentan g Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indon esia Tahun 2010 Nomor 1 10 , Tambahan Lembaran 
Negara Re ublik Indonesia Nomor 5 155); 

16. Pera turan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelapora n Keua ngan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lem baran Negara Republik In donesia Tahun 2006 
Nom or 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

17. Pera turan Pem erintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Penge101aan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerin tah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah beberapa kali d iubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedu a Atas Peraturan Pemerin tah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2012 
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Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5351); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik NegaraJDaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 
5533), sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan 
Pem erintah Nomor 28 Tahun 2020 tenta ng Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 14 tentang 
Pengelolaan Barang Milik NegaraJDaerah (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

21. Peraturan Pemerin tah Nomor 43 Tahun 201 4 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Un dang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lem baran Negara Republik In donesia 
Ta hun 20 14 Nom or 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik n donesia Nom or 5539) sebagaimana telah d iubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pem erintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Peratu ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peratu ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
201 4 tentang Desa (Lembaran Negara R publik Indonesia 
Tahun 20 19 Nom or 41 , Ta m bahan Lembaran Negara 

epu blik In donesia Nomor 6321); 

22 . Peraturan Pemerin tah Nomor 12 Tah un 20 17 tentang 
Pembin a an dan Pengawa san Penye1enggaraan 
Pemerintahan Da erah (Lem bara n Negara Republik 
Indones ia Tahun 2017 Nom or 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1); 

23 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Min imal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu n 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik In donesia Nomor 6178); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
ten tang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Ben dahara Serta 
Penyampaiannya; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penera an Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 11 Tahu n 2017 
ten tang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggun gjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017 Nom or 450); 

3 1. Pera turan Menteri Dalam Negeri Nom or 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam 
anggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah da n Tertib 
Admin istrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggun~awaban Pen ggunaan Bantuan Keuangan 
Partaim Politik (Berita Nega ra Repu blik In donesia Tahun 
2018 om or 630); 

3 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom or 1 Tahun 
2016 ten tang Ta ta Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
201 6 Nomor 1); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 7), sebagaimana te1ah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3); 
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2019 tentang Penge101aan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 4); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

DAN 

BUPATI TASIKMALAYA 

MEMUTUSKAN: 

Meneta pkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJ AWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

(1) Per ta n ggungjawaban Pelaksanaan An ggaran Pendapatan Dan Be1anja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 berupa Laporan Keuangan memuat: 

a. Laporan ealisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo An ggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. La poran Operasional; 

e. La poran Arus Kas; 

f. La poran Perubahan Ekuitas; d a n 
g. Ca ta tan Atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaima n a dim aksu d pada ayat (1) , dilampiri dengan 
Laporan Kinerja dan Ikhtisar La poran Keuangan bad a n u saha milik 

daerah/ peru aha an d a erah. 

Pa sal2 

Laporan Realisa si Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 
a sebagai berikut: 
a. Pendapatan 

b. Be1anja 

Surplus / Defisit 

c. Pembiayaan: 

Penerimaan 
Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 

Rp3.593.232 .008.351,47 
Rp3.687.570. 197. 19 0,69 (-) 

Rp215.110.501 .718,18 

Rp2.974.773.900,00(-) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 

Pasal3 

Rp(94.338.188.839,22) 

Rp212.135 . 727 .818,18 
RpI17.797.538.978,96 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, adalah 
se bagai berikut: 
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1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp(157.439.639.445,20) dengan rin cian sebagai berikut : 
a. Anggaran Pendapatan Set. Perubahan Rp3.750.67 1.647.796,67 
b. Realisasi Rp3.593.232 .008.351,47 

Selisih lebih (kurang) Rp157.439 .639.445,20 
2 . Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp(268.21 1.952.324,16) dengan rincian sebagai berikut : 
a . Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp3.955.782. 149.514,85 
b. Realisasi Rp3 .687.570 .197.190,69 

Selisih lebih (kurang) Rp268 .21 1.952.324,16 

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah 

Rp( 110. 77 2.312 .878,9 6) dengan rincian seba ga i berikut: 
a. Su rplus/Defisit setelah perubahan Rp(205.110.501.718, 18) 
b . Realisasi Rp(94.338.188.839,22l 

Selisih lebih (kurang) Rp(110.772.312.878,96) 
4. Selisih anggaran dengan realisas i penerimaan pembiayaan sejumiah 

RpO,OO dengan rincian sebagai berikut: 
a. An ggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan 
b. Realisas i 

Selisih Ie bih (kurang) 

Rp215.110.50 1.718,18 
Rp215.110.501.718,18 
RpO,OO 

5. Selisih anggaran dengan realisa s i pengeluaran pembiayaan sejumlah 
Rp7 .025.226.100 ,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pengelu aran pembiayaan 

setelah perubahan 
b. Realisasi 

Selisih Iebih (kurang) 

Rp 1 0 .000.000.000,00 
Rp2.9 74.773.900,OO 
Rp7 .02 5 .226. 100,00 

6. Selisih anggaran d en gan rea lisasi pembiayaan n etto sejumlah 
Rp(7.025 .226. 100 ,00) denga n rin cia n seba gai berikut : 
a. An ggaran pem biayaan netto 

setelah perubahan 
b. Realisa si 

Selisih lebih (kurang) 

Pasal4 

Rp 205 .1 10.501.7 18 , 18 
Rp2 12.135.727.818, 18 
Rp(7 .025.226 . 100,00) 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dim aksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahu n 2020 sebagai berikut : 
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp215.110.501.718,18 
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 

Pembiayaan Tahun Berjalan 
Sub Total 

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 

Rp215.110.501.718,18 
RpO,OO 

(SILPA/SIKPA) Rp117 .797.538.978,96 
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahu n Rp78.873.794,OO 

Sebelumnya 
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rpl17.876.412.772,96 
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Pasal5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 

Tahun 2020 sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset 
b. Jumlah Kewajiban 
c. Jumlah Ekuitas 

Pasal6 

Rp5.066.885.554.511,19 

Rp42.158.086.959,16 
Rp5.024. 727.467.552,03 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 

31 Desember Tahu n 2020 sebagai berikut: 

a. Pendapata n 
b. Beban 
c. Kegiatan Non Operasional 
d. Pos Luar Biasa 
e. Su rplusjDefisit - LO 

Pasal 7 

Rp3 .229. 98 4 .855.0 18,00 
Rp2.942.014.882.918,82 H 
RpO,OO (+) 

Rp95.111.567.036,00 H 
Rp 192.858.405.063,18 

Laporan Arus Ka s sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk 
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut: 

a. Sald o Kas Awal per 1 Januari 2020 Rp217.446.397 .26 9,18 
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp473 .129.89 1.3 84,78 
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Rp(545.422.572 .230,00) 

Non Keuangan 
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pen danaan 
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Tra n s itoris 
f. Sald o Akhir Kas 

Terdiri da ri : 
1. Kas d i Kasda 

2. Kas di Bendahara Pen erimaan 
3. Kas d i BLUD 
5. Kas di Bendahara FKTP 
6. Kas di Bendahara BOS 
7. Kas Lainnya 

Pasal 8 

Rp(2.974.773.900 ,00) 
Rp(86. 267.858,00) 
Rp I42.092.674.665,96 

p iO 1.51 5.473 .396,00 
Rp 1.850.647,00 

Rp 1 O. 463. 993. 913, 78 
Rp2.9 12.709.073,00 
Rp24.497 .153.337,18 
Rp2 .701.494.299,00 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 
f per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut: 
a. Ekuitas Awal Rp5.161.767.803.448,88 
b. SurplusjDefisit-LO 
c. Koreksi ekuitas lainnya 
d. Ekuitas Akhir 

RpI92.858.405.063,18 
Rp(329.898.740.960,03) 
Rp5.024. 727 .467 .552,03 
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Pasal9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf g Tahun Anggaran 2020, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasall0 

Uraian lebih lanjut atas Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 
Lampiran yang m erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini, yang terdiri dari atas: 
a. Lampiran I Laporan Realisasi An ggaran; 

Lampiran I. 1 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

b. Lampiran II 
c. Lampiran III 
d. Lampiran IV 
e. Lampiran V 
f. Lampiran VI 
g. Lampiran VII 
h . Lampira n VIII 

Lampiran VIIIa 
1. Lampiran IX 
j . Lampiran X 

k. Lampiran XI 

1. Lampiran XII 

m. Lampiran XIII 
n. Lampiran XIV 

o. Lampiran XV 
Lampiran XVa 

p. Lampiran XVI 

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan 
pemerintahan da erah dan organisasi; 
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan 
pemerintahan da erah, organisasi, pendapatan, belanja 
dan pembiayaan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah m enurut 

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan 
kegiatan Tahun An ggaran 2020; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk 
keselarasan dan keterpaduan urusan pem erintahan 
daerah dan fungsi dala m kerangka pengelolaan keuangan 

negara Tahun Anggaran 2020; 
Laporan Perubahan Saldo An ggaran Lebih; 
Laporan Operasional; 
Laporan Perubahan Ekuitas; 
Nera ca; 
Laporan Arus Ka s; 
Catatan Atas La poran Ke angan; 

Daftar Rekap itu lasi Piutan g Daerah Tahu n Anggaran 
2020; 
Daftar piutang la innya Tahun Anggaran 2020; 
Da ftar Rekap itu lasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 
Daftar ekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana 
Bergulir Tahun Anggaran 2020; 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun 
Anggaran 2020; 
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2020; 
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2019; 
Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan Tahun 
Anggaran 2020; 
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Tahun Anggaran 2020; 
Daftar Rincian Aktiva Tak Berwujud; 
Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2020; 



q. Lampiran XVII 
Lampiran XVlIa 

r. Lampiran XVIII 

s. Lampiran XIX 

t. Lampiran XX 

u. Lampiran XXI 
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Daftar Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2020; 
Daftar Rincian Utang Beban 2020; 
Daftar Kewajiban Jangka Panjang Tahun Anggaran 2020; 

Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan 

Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam 
Tahun Anggaran Berikutnya (DPA-L) Tahun Anggaran 

2020; 
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan U saha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah Tahun Anggaran 2020; 
Ikhtisar Laporan ertanggungjaw ban Anggaran 

Pendapatan dan e anja D sa al n gg an 2020. 

Pasalll 

Keter,t a n lebih Ian jut mengenai penja b ran pertanggungjawaban pel aan 
Anggc.v an Pendapata. dan Belanja Daer h ditetapkan dengan Peraturan Bu p ti. 

Pasal 12 

Peraturc .ll aerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setia p g mengetr uinya, m emerintahkan pengun dangan P aturan 
Daerah inj den penenlpatannya D er h a upaten 
Tasikmalcy . 

Diund ngkan di Singa parna 
pada tanggal 9, 9kl~ober. 2J2 1 

Ditetapl-- 1 di Singaparna 
pa a gg 5, ol~tob~r 2P~1 

. TO 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA 

BARAT NOMOR 7/1 66/2212 1, 


